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BUPATI BULELENG
PROVINSI] BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang . a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan
Misi Bupati Buleleng Tahun 2017-2022 yang
termuat dalam RPJMD Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2012 diperlukan tolok ukur
yang jelas dan sistematik untuk mengukur
kinerja pembangunan pada setiap tahun
perencanaannya, dimana sudah
melaksanakan RPJMD Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang
Indikator Kinerja Utama Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3165);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi ~ Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah,

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998

tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan
Aparatur Negara;
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10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas  Kinerja Instansi
Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No.
per/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun
2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPAIl TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2017-2022.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng,

4., Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggara urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan  prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan  Republik
Indonesia sebagimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bﬁ]eleng.

6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan
sumber daya vyang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat
yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan,
berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia.

7. Rencana Pembangunan Daerah adalah
tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia yang

dilaksanakan oleh semua komponen dalam
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10.

11

12.

mencapai visi, misi dan tujuan yang
meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
yang memuat penjabaran dari Visi
Tahunan, dengan berpedoman pada
RPJPD dan RTRW Kabupaten, serta
memperhatikan RPJP Nasional, RPJM
Nasional, RPJP Provinsi Bali dan RPJM
Provinsi Bali.

Rencana Strategis Perangkat Daerah
(RENSTRA Perangkat Daerah) adalah
Rencana Strategis Lima Tahunan SKPD
dengan mengacu kepada  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).

Rencana  Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya
disingkat RKPD  adalah  Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENJA SKPD), adalah Dokumen
Perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Program adalah instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh  alokasi anggaran atau
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kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh instansi pemerintah.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program.

14, Kinerja adalah keluaran/hasil  dari
kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.

15. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik
secara kuantitatif dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu program atau kegiatan.

BABII

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

Pasal 2

(1) Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Buleleng

(2)

yang berisi Indikator Kinerja Tahunan untuk kurun
waktu 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari
target kinerja RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun
2017-2022;

Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022 sebagimana dimaksud padat ayat
(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
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Pasal 3
Perangkat Daerah dan Unit Kera di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merencanakan
program, kegiatan dan indikator kinerjanya, wajib
mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun
2017-2022,

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Buleleng.

Diundangkan di Singaraja
ada tanggal 4 Juni 2013
ARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
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